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| DPRD DESAK PEMPROV SUMBAR
PADANG, HALUAN — Sebesar  Desakan itu disampaikan Ketua DPRD Sumbar Su-  BD, icla§ dia, dilketahui progress
Rp35 miliar dm'} tqtal Rps50 milfar DPRD S‘lmbf\f saar rapat pa-  pardi mengatakan, dalam pasal tindaklanjuti rekomendasi T.HP.
uang yang menjadi temuan dalam dpurna; Raba 12 /7); Rapat 195 ayat 2PP Nomor 12 Tahun  BPK oleh jajaran pemerinmh"
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) patpurna yang betlangsung di 2019 d!tchskang}cnyelcSainn daerah dan entitas terkait masih,
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)  ruang sidang utama DPRD  tindak lanjut LHP BPK meru-  rendah, Baik terhadap LHP
terkait pelaksanaan APBD Sumbay SWmbar itu beragendakan pakan salah satu instrumen BPK tahun 2022, maupuni
oLl heium disetorkan ke kag Dengambilan keéputusdn terha- - penilaian evaluasi terhadap  tahun-tahun sebelumnya, ‘
T i*‘ S ‘}, e kil ‘_’R 1'“ % dap Ranperda tentang Per-  Ranperda Pertanggungawaban “Realisasi tindak lanjut LHP |
g ;‘ef‘ﬂlll ORI ,er‘_"f[‘i' 1 &“3 S‘V al fanggungiawaban Pelaksanaan  Pelaksanaan APBD, BPK sebelum tahun 2022
Daerah (DPRD) Sumbar mendesak APBD (PPA) Sumbar Tahun Dari pembahasan yang telah — masih di bawah 80 persen.
Pemprov segera menuntaskan 222, dilakukan terhadap Pertang-
persoalan itu pada tahun ini. gungjawaban Pelaksanaan AP >> RP35 MILIAR hal 07
I Rl deaphye, 00 o T i | Fraksi SRR —
Lambamyapen_vcles;:dm e iR LD BPE | aKlanju ucapnya, Praksi Partai Gerindea menilai, sisa an, aran tak

Ta menambahkan, jika temuan LHB#BPK ini
ini perlu'menjadi perhatian serius oleh peme- tak klmiuﬂ){ disclesaikan, secara pribadiia akan
rintah daerah,” katasya. mengambil sikap. Dirinya akan melaporkan

Dikatakannya, sesuai UU Nomor 15 Tahun permasalahan ini ke aparat penegak hukum.
2004 dan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017, Langkah ini bakal diambil karena Ta tak ingin
permasalahan ini bisa berdampak hukum bagi rakyat dlmgrlkan atas lambannya dndaklanjuti Atas
pihak-pihak yang tidak menindakl ajut. Oleh temuan LHP BPK tersebut, ;
sebab itu, bagi piﬁal:» ihak yang belum mampu Ketua DPRD Sumbar, Supardi, menum-
menvelesaikan secara keseltiruhan rekome asi bahkan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan

LHP BPK dalam kurun 60 har seiak sei HP APBD (PPA) merupakan siklus akhir dari
diterima, diminta agar diproses m skema penézclolnnn keuangan dacrah.

SKTM sebagaimana diamanatkan dalan ebagai akhir dari agenda pengelolaan
Permendagti Nomor 133 Tahun 2018, ﬁeuangan maka PPA tidak hanya sebagai sarana

Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Golkar ntuk meliporkan penggunaan anggaran, akan

DPRD Sumbar, Afrizal, saat menyampaikan ltem i merupakan sarana untuk mengevaluasi
interupsi dalam tapat paripurna tersebut APBD secara keseluruhan, baik terhadap
mengatakan, pihaknya melihat ada pengabaian perencanaan anggaran, l‘Ej-‘lmksnn:mn, pengawasan

dati pemerintah dactah terkait kehatusan untuk exta hasil yang dicapai dari pelaksanaan anggaran
menindaklanjuti LHP BPK sehubunean kegiatan [tersebut

yang tidak terlaksana, mangkm%; dan’lain || “Oleh sebab itu, sasaran dari pembahasan

Scb.'lﬁgm) 2 |[Ranperda PPA tidak hanya menyepakati realisasi
“Total temuan LHP BPK ini mencapai Rp30 |pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah,
miliat. It merupakan akumulasi dasi LHP BPK |akan terapi juga memastikan apakah program
tetkait pelaksanaan APBD beberapa tahun | |dan kegiatan tersebut sudah digunakan secara
terakhir, yang sudah terealisasi dari Rp30 miliar | |efekeif dan efisien sesuai dengan ketentuan
itubaru 35,5 persen, artinya masih ada 64 persen | |perundang-undar ,” kata Supardi,
lagi vang vang belum tertagih kepada pihak Sehublmlg:an hal tersebut dalam pembahasan
ketiga,” ucap Afrizal, i @ g IRanperda PPA Tahun 2022 tidak hanya melihat
Jisebut Afrizal pemerin s| |kepada dokumen Ranperda Pertan gung-
menindaklanjuti dan menelw: jawaban APBD, akan tetapi DPRD juga
vang belum dikembalikan menyelaraskan dengan LKP] kepala daerah
lebih kurang Rp35 5 miliar. Tahun 2022, LHP BPK PDTT terhada ) belanja
Ia menegaskan, uang yang n ||daesah Tzhun 2022, dan LHP LKPD Provinsi
dalam LHI’SSPK merupakan

sumbernya dari pajak dan reer
wajib djkcmbagsan lagi ke
dalam bentuk pembanguna
mengendap pada seseorang, «

pembohongan yang bisa dituntut sec

g | {Sumbar Tahun 2022,

at || Fraksi Gerindra
tu Tolak Setujui Ranperda PPA
li Sementara iz, Fraksi Partai Gerindra DPRD
ecz .  Sumbar menolak menyetujui Ranperda PPA
“Uang itu Warusnya bisa dikembalikan Jagi | Sumbar Tahun 2022, Retua Frakst Gerindra,
ke masyarakat.dalam bentuk Sembangunan, | Hidayat, mengatakan, toral ada 13 catatan yang
namun ayatanya tidak, yang dirugikan adalah | menjadi alasan Gerindra menyatakan tidak dapat
masyarakat yanig sudah paruh membayar pajak. | menyutujui Ranperda PPA,

Kami minta pemeriatah daerah serids menin. Salah satunya terkait hasil temuan LHP BPK.

Hidayat menyebut, sesuai catatan BPK, hingga
31 Desember 2022, temuan-temuats pada tahun

anggaran 2021 baru diselesatkan atau ditindak- |

lasijuti 71,49 persen. Angka ini jauh lebih rendah | bisa terlaksana.

jika dibandingkan penyelesaian temuan BPK
tahun 2020, yang pada akhir periode mencapat

7792 persen.

Khusus L.HP atas LKPD Tahun Anggaran
2022, Fraksi Gerindra melihat juga banyak
temuan dan rekomendasi vang harus difin-
daxlanjuti, Adanya temuan’baru {mdn tahun
anggaran 2022 menambah tumpukan temuan
vang hatus diselesaikan,

. Ecl'zmgknt dari bal ini, Fraksi Parai Gerindra

minta Pemproy Sumbar menyelesaikan semua |

temuan-temuan tersebut, meskipun sudah mendapat
opini Whajar Tanpa Pengecualian atau WTP
“Kami sungguh menya rangkan banyaknya
terauan dan rel 'bmendasigPI\ terkait indikasi
Ecn ralahgunaan kewenangan,
abkan potensi Ik :

sangat kami se pern
&cnga\\'asan intern

efektivitas fungs al di
lingkungan pemenintah daerah, termasuk DPRD,
Ke depan, tungsi pengawasan dari DPRD mesti
ada perubahan dan pembaharuan strategi ke arah
yami:lebih intensif,” ucapnya. ; -
Menurut hemat Fraksi Parrai Gerindra,
APBD belum digunakan secara tertib, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab, serta taat pada ketentuan peraturan
perundang-undangan, sebagaimana yan
diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah. Banyaknya temuan BPK-RI dan
masalah-masalah lain yang berkaitan dengan
pelaksanaan kerja, termasuk juga rarget kincrja
masing-masing OPD yang tidak tercapai,
menjadi salah satu pijakan bagi fraksi ini
memberikan pendapat Jimaksud.
Kemudian, sampai akhir tahun 2022 terdapat
sisa belanja daerah sebesar Rp334,873 miliar,
Dati @6,63‘) triliun yang dialokasikan,
realisasinya sebesar Rp6,304 triliun atau 94.96

| menjadi bukt bahwa adaan

terpakai ini sebagai hal mubizir, tatkala masih
banyak program dan ket?:}mn pro rakyat van,
harusnya dibiayai dan dif:

akukan, namun fida

“Ratusan miliar dana tidak terpakai itu
X

keliru saat perencanaan,
meminta kekeliruan seperti ini idak terulang
kembali,” katanya, i
Dari sisi belanja modal, Fraksi Gerindrs
melihat sudahlah angkanya tidak terlalu besar,
yakni Rp1,052 triliun, realisasinya juga idak
seperti yang diharapkan, karena hanya 89,41
persen atau Rp941 miliar saja, ini tentu juga
menijadi caratan yang harus mendapat perhatian.
Selanjutnya, pengawasan dalam pelaksaaaan
ekerjaan di sektor infrastrukeur masih sangat
emah, schingga menyebabkan banyaknya
Kegiatan yang tidak dapat diselesaikan pada
waktunya, kegiatan }'angdpurus kontrak atau
segiatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi,
Kemudian terdapat sejumlah proyek strategis
mangkrak yang periu mendapat perhiatian serius,
§elpcm Gedung Kebudayaan, Main Stadiurr atay
jalan pinggir jalan Padang, Proyek-pmf'ek
mangkrak itu menjadi preseden buruk, Selain
beberapa hal di atas, sejumlah catatan lain juga
diberikan oleh Fraksi Gerndra, “Dengan sega%a
cataran sebagaimana sudah dijelaskan tadi, Fraksi
Partai Gerindra sampai kepada kesimpulan
untuk tidak menyetujui Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD 2622 ini,” tukasnya,
Sementara itu, Waki! Gubernur Sumbar
Audy Joinaldy, mengatakan dari hasil
pembahiasan dan evaluasi yang telah dilaksanakan
oleh DPRD tethadap Ranperda PPA terdapat
saran, masukan dan krittkan yang konstruktif
terhadap kinerja pemerintah daers pada sahun
anggaran 2022, )
al ini akan kami jadikan sebagai pedoman
untuk perbaikan dalam %»dnksanmn program dan’
cleng
an,

kegiatan dalam peny araan tqgas-»mgﬁ}
etintshan, lan pembitiaan sosial |
mnmsa)mmm atang,” ucapnya. (h/len) |



